PENCABUTAN HAK WARIS ORANGTUA KARENA MELAKUKAN
KEKERASAN TERHADAP ANAK

TESIS

DIAJUKANKEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH

OLEH:

HUMAIRA A POTABUGA S.H
NIM:18203010139

DOSEN PEMBIMBING:
PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

MAGISTER HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2022



ABSTRAK

Angka kekerasan terhadap anak setiap tahunnya di Indonesia mengalami
kenaikan yang signifikan. Oleh karena itu untuk melindungi hak asasi anak,
dibuatlah berbagai aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi
bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang tidak hanya berupa sanksi pidana
maupun sanksi perdata yaitu berupa pencabutan kekuasaan orangtua. Hal yang
menjadikannya problematik apabila kekerasan tersebut telah mencapai kategori
penganiayaan berat yang dalam Kompilasi Hukum Islam diatur sebagai
penghalang mendapatkan warisan, padahal dalam peraturan perundang-undangan
orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak dan dicabut kekuasaannya,
tetap mempertahankan nasab antara anak dan orangtua, yang artinya sebab nasab
sebagai alasan menerima warisan masih ada.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan normatif,
sedangkan sifat dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitik.
Dalam metode pengumpulan data, penyusun menggunakan metode dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Perbedaan pengaturan tentang
pencabutan kekuasaan orangtua dalam undang-undang disebabkan adanya
perbedaan redaksi hukum yang digunakan. 2) KHI telah menetapkan bahwa ahli
waris yang melakukan penganiayaan berat terhadap pewaris dapat kehilangan
haknya untuk mendapatkan warisan, begiru pula orang tua yang melakukan
kekerasan terhadap anak dan mencapai pada penganiayaan berat tidak mendapat
warisan. 3) Orang tua yang melakukan tindakan penganiayaan berat tidak dapat
terlarang dari mendapatkan warisan. Karena pada dasarnya, larangan
mendapatkan warisan merupakan hukuman tambahan yang mengikuti hukuman
pokok yaitu gisas. Akan tetapi hukum gisas tidak berlaku jika kasusnya adalah
orang tua sebagai pelakunya. Karena orang tua tidak di gisas jika membunuh
anaknya sebagai hukuman maka hukuman tambahan pun tidak ada karena
mengikuti hukuman pokok.

Keywoard: kekerasan terhadap anak, pencabutan kekuasaan orangtua, halangan
waris
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A. Konsonan Tunggal
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‘Ain

Koma terbalik di atas

i Gain G ge
- Fa’ F ef
S Qaf Q i
4 Kaf K ka
J Lam L ‘el
¢ Mim M ‘em
o Nun N ‘en
9 Waw Wi w
.3 Ha’ H ha
c Hamzah ¢ apostrof
€9 Ya’ Y ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap
s ditulis Sunnah
ale ditulis ‘illah
D. Ta’Marbiyzah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis dengan h
s 5L ditulis al-Ma’idah
AL ditulis Islamiyyah

I3




(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam
bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

g_',.b‘.:\.u 5, Lo ditulis Muqaranah al-Mazahib
E. Vokal Pendek
1. e e fathah ditulis a
2 R kasrah ditulis i
3. e dammah ditulis u
F. Vokal Panjang
1. | Fathah + alif ditulis a
ol ) ditulis Istihsan
2. | Fathah + ya’ mati ditulis a
ditulis Unsa
u_o\
3. | Kasrah + ya’ mati ditulis 1
&W‘ ditulis al-‘Alwani
4. | Dammah + wawu mati ditulis a
ditulis ‘Ulim
e
G. Vokal Rangkap
1. ditulis ditulis ai

Fathah + ya’ mati V-Aj},-“ Gairihim




Fathah + wawu mati J 52

ditulis ditulis

au

Qaul

H. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
i ditulis a’antum
v—-’
sl ditulis u’iddat
g‘: < BN ditulis la’in syakartum
I.Kata Sandang Alif +Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah
OTJ}J‘ ditulis Al-Qur’an
" ditulis al-Qiyas
)

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf |

(ehnya.
JL J“ ditulis ar-Risalah
L) ditulis an-Nisa’
c. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis
menurut bunyi atau pengucapannya.
L}U‘ JAT ditulis Ahl ar-Rayi
) yi ditulis Ahl as-Sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pernikahan adalah ikatan yang mengakibatkan lahirnya hak dan

kewajiban setiap orang yang berada di dalamnya. Selain hak dan kewajiban antara
suami dan istri, sebagai orangtua juga memiliki hak dan kewajiban kepada anak.*
Hal ini memberikan penggambaran bahwa dari adanya hak dan kewajiban itu
terhadap anak menunjukkan otoritas mereka terhadap anak. meskipun kekuasaan
itu terbatas dengan aturan-aturan tertentu yang disesuaikan dengan kepentingan
anak. Kekuasaan orang tua berkaitan erat dengan hak dan kewajiban, karena hak
dan kewajiban merupakan implementasi dari kekuasaan mereka.? Kekuasaan
orang tua diatur dalam undang-undang, yaitu dalam KUHPerdata pada bab XIV
pasal 298 dan 307 perihal kekuasaan orang tua dan akibat dari penguasaan
tersebut bagi pribadi anak,®, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan pada pasal 45 ayat 14, pasal 47 ayat 2°, serta pasal 48°. Kemudian

!Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, (Bandung: PT.
Refika Aditama, 2014), him. 69.

2 Abdul Haris, “Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua
Dilihat Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam”, Legalitas, Vol. 4:1, (Januari 2018).

3«....0rang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang masih dibawah
umur. Kehilangan kekuasaan orangtua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari
kewajiban memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai
pemeliharaan dan pendidikan anak..... ”.

“Orang yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang masih di
bawah umur, harus mengurus barang-barang kepunyaan anak tersebut, dengan tidak
mengurangi ketentuan Pasal 237 dan alinea terakhir Pasal 319e”.

4 “Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.



diatur juga dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 juga
mengatur tentang kekuasaan atau otoritas orang tua terhadap anak, yaitu pada
pasal 267 dan terdapat pula dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 ayat 28
serta pasal 106.°

Kesemua undang-undang tersebut membagi kekuasaan orang tua menjadi
dua bagian , yaitu kekuasaan terhadap pribadi anak dan kekuasaan terhadap harta
anak. Kekuasaan terhadap pribadi meliputi memelihara dan mendidik anak serta
memberi tunjangan untuk pendidikan dan pemeliharaannya, sementara kekuasaan
terhadap barang atau harta meliputi pengurusan barang-barang milik anak.
Meskipun hanya KUHPerdata yang mengelompokkannya secara jelas, namun
dapat dipahami bahwa kekuasaan yang dimaksud meliputi pribadi dan harta anak.

Kekuasaan orang tua terhadap anak wajib dijalankan sebagaimana
mestinya. Seperti yang telah diatur dalam undang-undang. Namun dalam

beberapa kondisi, kekuasaan orang tua dalam menjalankan tanggung jawab dan

5 “Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun
di luar pengadilan”.

6 “Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang
tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan
perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”.

7 «]) Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. Mengasuh, memelihara ,
mendidik dan melindungi anak; b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bak dan minatnya;
c. Mencegah perkawinan anak; dan d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi
pekerti pada anak.”.

8 “Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan
di luar Pengadilan”.

® “(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum
dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau
menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keslamatan
anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. (2) Orang tua
bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari
kewajiban tersebut pada ayat (1)



kewajibannya dapat dicabut oleh hakim dengan alasan-alasan yang telah
ditetapkan di dalam undang-undang. Hal ini dinamakan pencabutan kekuasaan
atau pencabutan kuasa asuh orang tua. Sebagaimana pengaturan mengenai
kekuasaan orang tua di atas, dicabutnya kuasa orang tua juga diatur dalam aturan
yang sama.

Pencabutan kekuasaan atau kuasa asuh terjadi secara garis besar
dikarenakan pengabaian atau kelalaian terhadap kewajiban yang harus orang tua
jalankan serta kelakuan atau perangai jelek dari orang tua yang berdampak buruk
pada anak baik secara psikis maupun emosional. KUHPerdata mengatur hal ini
dalam pasal 319 a:

“Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orangtua dapat dibebaskan
dari kekuasaan orangtua, baik terhadap semua anak maupun terhadap seorang
anak atau lebih atas permohonan dewan perwalian atau tuntutan kejaksaan, bila
ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya....”

Begitu pula undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 juga
mengatur perihal alasan dicabutnya kekuasaan orang tua, terdapat di pasal 49:

“]). Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya
terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan
orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara
kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan
Pengadilan dalam hal-hal:a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap
anaknya;b. la berkelakuan buruk sekali.(2) Meskipun orang tua dicabut
kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada
anak tersebut”.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Anak pasal pada
pasal 30

“(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,

melalaikan kewajibannya,terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan
atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.(2) Tindakan pengawasan terhadap



orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan melalui penetapan pengadilan”.

Kelalaian dan kelakuan buruk yang merugikan anak dikategorikan sebagai
kekerasan terhadap anak menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yang meliputi segala macam tindakan yang salah, secara
jasmani, mental, seksual, penelantaran, dan perbudakan yang berakibat pada
pembahayaan pertumbuhan, kondisi kesehatan serta harga diri anak. Termasuk
pula dalam hal ini kekerasan fisik yaitu tindakan yang membahayakan anak
dengan tujuan untuk mengontrol tindakan anak dengan memakai anggota
tubuhnya atau suatu alat. Kekerasan ini bisa berbentuk, penonjokkan,
pembakaran, pelukaan dengan alat, mendorong, menarik rambut, menedang,
menggigit, dan lain-lain termasuk juga membunuh.

Pencabutan kekuasaan yang diakibatkan kelalaian atau perangai buruk
dapat mengakibatkan orangtua menerima sanksi, baik sanksi tersebut berupa
sanksi pidana maupun perdata. Pencabutan kekuasaan orang tua dalam ranah
perdata mengakibatkan hilangnya kekuasaan orang tua terhadap pribadi dan harta
anak. artinya orang tua tidak berhak lagi memelihara, mengasuh mendidik diri
anak, serta tidak berkuasa lagi mengelola harta anak. Begitu pula dalam Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua yang melalaikan
tanggungjawabnya dan berkelakuan buruk maka dapat dicabut kekuasaannya

terhadap pribadi dan harta anak. Namun berbeda halnya yang terdapat di dalam

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

10 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Statistika Gender
Tematik: Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Indonesia”, (Jakarta:
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017), him 18.



Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan jelas disebutkan
bahwa orang tua yang dicabut kekuasaannya, tidak berhak untuk mengasuh anak
tersebut atau hak asuhnya telah dicabut, padahal hak asuh merupakan bagian dari
kekuasaan terhadap diri atau pribadi anak atau dapat diartikan orangtua tetap
berkuasa pada harta anak, sementara itu tidak disebutkan implikasi pencabutan
kekuasaan orang tua terhadap harta anak. Dari ketiga undang-undang tersebut,
dapat diketahui bahwa ternyata terdapat perbedaan dalam tentang ruang
pencabutan kekuasaan orangtua.

Selain itu kelakuan atau perangai yang buruk terhadap anak yang
kemudian dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, jika mengakibatkan
penyakit atau luka yang fatal maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai delik
penganiayaan berat, yang pada Kompilasi Hukum Islam pasal 173 diatur sebagai
salah satu faktor terhalangnya seseorang mendapatkan warisan.*!

Meskipun demikian, di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak pada pasal 32 disebutkan bahwa'?:

“Penetapan pengadilan sebagaimana dimak sud dalam Pasal 31 ayat (3)
sekurang-kurangnya memuat ketentuan:a. tidak memutuskan hubungan darah

antara anak dan orang tua kandungnya; b. tidak menghilangkan kewajiban orang
tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan c. batas waktu pencabutan”.

11 “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau
mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah
telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam
dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.

12 pasal 32



Putusan pengadilan tentang pencabutan kuasa orang tua tetap
mempertahankan hubungan darah antara anak dan orang tua dalam artian tidak
memutuskannya yang artinya alasan dasar pewarisan yaitu nasab masih ada,
padahal jelas dalam KHI penganiayaan berat termasuk dalam penghalang
pewarisan walaupun antara ahli waris dan pewaris mempunyai hubungan nasab.

Dari latar belakang persoalan tersebut penyusun melihat adanya
kontradiksi dan tumpang tindih antara aturan yang berlaku mengenai kekuasaan
orang tua yang dicabut dan pada status waris orangtua yang melakukan kekerasan
terhadap anaknya. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkaji dan

membahasnya lebih dalam.

B. Rumusan Masalah
1. Mengapa terjadi perbedaan dalam undang-undang yang mengatur tentang

pencabutan kekuasaan orang tua?

2. Bagaimana status waris orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak
dalam peraturan perundang-undangan Indonesia?

3. Bagaimana relevansi status waris orangtua yang melakukan kekerasan

terhadap anak bagi Hukum Keluarga Islam Kontemporer?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu

hukum yang timbul.?®> Adapun manfaat serta tujuan yang hendak diperoleh dari

penulisan penelitian ini yaitu:

13 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), him. 63.



1. Tujuan Penelitian
a. Untuk memperjelas mengenai perbedaan kekuasaan orang tua yang dicabut
yang diatur didalam peraturan perundang-undangan serta
b. Untuk memperjelas status waris orang tua yang melakukan kekerasan
terhadap anak
c. Untuk mendeskripsikan relevansi status waris orangtua bagi Hukum Keluarga
Islam Kontemporer.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritik
Penyusun berharap penelitian ini bisa menyumbangkan khazanah ilmu
serta dan landasan teoritis secara umum bagi pertumbuhan ilmu hukum, dan juga
dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kewarisan dalam Islam pada
umumnya. Selain itu, dapat memberikan dan menjadi tambahan literatur atau
bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian
selanjutnya.
b. Manfaat Praktis
Penelitian ini bagi penyusun adalah sebagai syarat dalam menyelesaikan
pendidikan Magister (S2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, tesis ini juga diharapkan

dapat memberikan wawasan bagi penyusun dan pembaca.

D. Telaah Pustaka
Tesis ini membahas dua aspek utama yaitu mengenai pencabutan

kekuasaan orang tua karena kekerasan terhadap anak dan penganiayaan berat



sebagai penghalang kewarisan. Penelitian tentang keduanya, masing masing dapat
dikelompokkan menjadi dua dan tiga kelompok. Untuk penelitian tentang
pencabutan kekuasaan orang tua karena melakukan kekerasan terhadap anak
pengelompokkannya yaitu pertama, penelitian yang mengkaji pencabutan
kekuasaan orang tua dengan mengkolaborasi atau mengkomparasikan antara
beberapa undang-undang. Kedua penelitian tentang pencabutan kekuasaan orang
tua yang disebabkan faktor kekerasan terhadap anak di dalam undang-undang.
Sementara itu, untuk penelitian tentang penganiayaan berat sebagai halangan
mendapat warisan pengelompokkannya yaitu pertama, penelitian tentang halangan
mendapat waris secara umum di dalam KHI. Kedua, penelitian faktor-faktor
halangan mendapat waris yang terdapat dalam KHI selain penganiayaan berat.
Serta ketiga, penelitian tentang halangan mendapatkan warisan yang khusus
dikarenakan penganiayaan berat.

Karya ilmiah yang termasuk dalam kelompok pertama yaitu karya dari
Hariadi dan Ani Suryani Hamzah yang membahas tentang alasan-alasan
pencabutan kekuasaan orangtua, dan pihak-pihak yang berhak atas pelimpahan
kekuasaan tersebut, serta akibat hukum dari pencabutan kekuasaan bagi orangtua
yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang
Perrkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-
undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang

Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979.1% Selanjutnya Skripsi dari Anggi

14 Hariadi dan Ani Suryani Hamzah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Kekuasaan
Orangtua dan Perwalian Terhadap anak Menurut hukum Positif Indonesia”, Jurnal Private Law
Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 1: 2, (Juni 2021), him. 8.



Vidya Rini yang tidak jauh bahasannya dengan penelitian sebelumnya, namun di
penelitian ini namun hanya pada dua undang-undang yaitu Undang-Undang
Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Tentang
Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, penyusun juga menambahkan
berbagai hal yang harus tetap dijalankan orangtua meskipun kekuasaannya sudah
dicabut. Kemudian penelitian dari Daniel F. Aling mengenai alasan dan akibat
pencabutan kekuasaan orang tua namun berbeda undang-undang yaitu pencabutan
kekuasaan orangtua dalam KUHPerdata dan Undang-undang Nomor Tahun 1974
Tentang Perkawinan.®® Kesemua tulisan ini hanya membahas materi dari isi
undang-undang tanpa melihat penafsiran frasa dari undang-undang tersebut.
Penelitian kelompok kedua yaitu tulisan Dwi Hartanto, Budi Santoso,
Irawati yang membahas tentang akibat hukum dari kekerasan terhadap anak yang
tidak selamanya dapat mendapatkan sanksi perdata sesuai pertimbangan hakim
namun menambahkan sanksi pidana tambahan berupa pembatasan gerak agar
orangtua tidak dapat melaksanakan kekuasaannya. Dalam artian mencabut
kekuasaannya dalam waktu tertentu atau sementara saja. Hal ini merupakan
perlindungan secara tidak langsung bagi korban.® Tulisan lain yang termasuk
kelompok ini yaitu skripsi Rahmat Januartono yang membahas tentang sebat-
sebab serta syarat-syarat suatu tindakan orangtua dikatakan menelantarkan anak.
Sebeum pencabutan hak asuh harus ada penetapan hakum pengadilan negeri

bahwa orangtua melakukan tindak pidana penelantaran anak. Hal ini di putuskan

15 Daniel F. Aling, “Berakhirnya Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut
KUHPerdata Dan UU No. 1 Tahun 1974”, Makalah Universitas Samratulangi (2011) him. 20.

18Dwi Hartanto, Budi Santoso, Irawati, “Implikasi Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang
Tua Dalam Kasus Pidana Kekerasan Dalam Rumah TanggaTerhadap Anak”, Notarius, Vol. 14:1,
(2021), him. 236.
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dengan merujuk pada BW, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak, Undang-udang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,
faktor-faktor kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga, serta
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.’
Selanjutnya terkait dengan penghalang kewarisan, penyusun menemukan
penelitian yang masuk dalam kelompok pertama yaitu tulusan dari Amru
Syahputra Lubis. Tulisannya membahas tentang halangan waris dalam KHI
menurut ulama kota Medan dan menyimpulkan bahwa penghalang kewarisan
dalam KHI sudah sejalan dengan aturan Islam baik penghalang kewarisan yang
terdapat dalam Figh Kklasik atau tidak. membahas secara umum tentang
penghalang kewarisan dalam KHI pasal 173 dan penelitian yang membahas
unsur-unsur penghalang kewarisan yang tidak terdapat dalam Figh klasik. Serta
dengan metode masiahat menurut ulama kota Medan dalam menelaah penghalang
kewarisan dalam KHI serta maslahat dengan mempertimbangkan bahaya yang
diakibatkan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang kewarisan yang
tidak terdapat dalam Figh klasik.!® Penelitian lain yaitu dari dengan objek bahasan

dan kesimpulan yang hampir sama dengan penelitian sebelumnya namun dengan

17 Chyntia Yudi Kristanti & Nurul Hudi, “Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak
Dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak”, Perspektif Hukum, Vol. 18:1, (2018), him. 21.

8 Amru Syahputra Lubis, “Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Penghalang
Mendapatkan Warisan Dalam KHI Pasal 173”, Tesis magister IAIN Sumatera Utara, (2014).
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teori berbeda yaitu teori giyas dan sadd al-zari’at. Dalam kasus penganiayaan
berat dan percobaan pembunuhan dalam rangka mempercepat pembagian warisan
dapat dicegah melalui metode giyas dan sadd az-zariat sebagai usaha preventif.1°

Kemudian penelitian yang termasuk kelompok kedua yaitu dari Fauzan
yang membahas tentang percobaan pembunuhan sebagai halangan mendapat
waris. menurut penyusun, percobaan pembunuhan termasuk dalam penghalang
kewarisan karena percobaan pembunuhan memiliki kesamaan niat dengan
pembunuhan secara sengaja yaitu untuk menghilangkan nyawa seseorang.?
Tulisan lain yaitu dari L. Mawaddah tentang objek yang sama namun dengan
simpulan berbeda yaitu percobaan pembunuhan tidak dapat dimasukkan ke dalam
penghalang kewarisan karena suatu hukum diterapkan sesuai dengan kondisinya.
Pembunuhan berdasarkan dalilnya mengakibatkan terhalang mendapatkan warisan
sementara jarimah percobaan pembunuhan hanya dihukumi ta'zir. Meskipun
eksistensinya melanggar magqasid syari’ah, akan tetapi hasil akhir dari magasid
Syar’iah adalah kemaslahatan, dan yang ingin diterapkan adalah kemaslahatan
yang dicapai dengan ditempatkannya hukum sesuai keadaannya.?:

Terakhir yaitu tulisan yang termasuk kelompok ketiga dari Fitrotin
Jamilah. Tulisan ini membahas penganiayaan berat dalam KHI yang masih

memiliki arti yang ambigu sehingga menyebabkan persepsi yang beragam

19 Ahda Fithriani, “Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum
Islam,” Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, VVol. 15:2 (Juni 2015).

0 Fauzan, “Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan”, (Jurnal Al-
Hurriyah, Vol. 11:1 ( Juni 2010).

2L | Mawaddah, “Percobaan Pembunuhan Sebagai mawa=>ni' al-irs} Dalam KHI
Perspektif Magashid Syariah,” Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam, Vol. 1:2, ( April 2019).
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darinya. Apakah berarti penganiayaan tersebut mengikuti pengertian yang
terdapat dalam KUHPidana atau merujuk pada pengertian sebenarnya dari
penganiayaan berat tersebut. Sehingga penyusun merumuskan bahwa yang
dimaksud penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan itu adalah
penganiayaan yang dapat mengakibatkan kematian jika tidak dapat menimbulkan
kematian maka tidak dapat dijadikan penghalang kewarisan.?? Tulisan lain yaitu
dari K Ikhsan yang menyimpulkan bahwa raionalisasi penganiayaan berat ke
dalam KHI melalui pertimbangan masiahat dan madaramya yang disesuaikan
kondisi masyarakat Indonesia. Korban penganiayaan berat meskipun pada
hakikatnya ia hidup, namun dalam kenyataan tidak dapat beraktifitas sebagaimana
manusia normal lainnya.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penyusun menyimpulkan bahwa
penelitian yang terkait dengan pencabutan kekuasaan orang tua hanya terkait
aturan yang mengaturnya saja dalam hal ini isi dari undang-undang tersebut atau
sekedar mendekripsika undang-undang saja, tanpa melihat lebih jauh substansi
dari aturan tersebut. Sementara dalam penghalang kewarisan, pokok masalah
dalam penelitian-penelitian berdiri sendiri atau independen tanpa berkaitan
dengan hal lain. Sementara dalam penelitian ini, pokok masalah yaitu penghalang
kewarisan tidak berdiri sendiri namun merupakan akibat dari masalah lain yaitu
dicabutnya kekuasaan orang tua karena kekerasan yang dilakukannya kepada

anak.

2 Fitrotin Jamilah, “Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan”, Jurnal Studi
Islam: Pancawahana, Vol. 9:1, (September 2014).
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E. Kerangka Teori
1. Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman

Sistem hukum merupakan susunan dari sub-sub sitem yang mikro hingga
membentuk susunan kesatuan sistem besar, sub sistem mikro tersebut antara lain
yaitu sub sistem pendidikan, pembuatan hukum, penerapan hukum, dan lain- lain,
meskipun pada dasarnya bagian mikro tersebut adalah sistem yang tersendiri pula.
Ini memperlihatkan bahwa sistem hukum merupakan sistem yang kompleks yang
memerlukan ketelitian yang cermat agar dapat mengerti keseluruhan prosesnya?®.
Pemahaman ini sama dengan yang diutarakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa
hukum lebh dari sekedar pembentukan ataupun penerapannya namun meliputi
pula institusi yang membuat hukum tersebut serta proses yang berputar pada
hukum tersebut.?* Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa 3 komponen harus
ada agar hukum dapat terlaksana dengan baik. 3 komponen tersebut yaitu struktur

hukum, substansi hukum dan kultur hukum.

Menurut Friedman, struktur hukum merupakan sistem yang tersusun atas
jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis kasus yang berhak
mereka tangani), serta bagaimana proses banding dari satu pengadilan ke
pengadilan diatasnya. Struktur hukum juga dapat diartikan terkait penataan badan
legislatif, pengaturan kinerja presiden, serta hal mengenai prosedur yang harus

dipatuhi aparat penegak hukum dan sebagainya. Jadi struktur hukum (legal

2 Lili Rasjidi dan 1.B. Wyasa Putra, 2003, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju,
Bandung, him.
151

24 New york W.W Norton & Company 1930 him.4
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struktur) adalah lembaga-lembaga penegak hukum yang menegakkan perangkat

hukum yang teah ada.?

Komponen kedua yaitu substansi hukum. Substansi hukum berarti
merujuk pada norma, aturan serta perilaku badan hukum (manusia), yang terikat
dalam sistem hukum. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.
Singkatnya, substansi hukum merupakan produk dari suatu hukum yaitu peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat bagi
badan hukum dan menjadi pedoman bagi aparat dalam melakukan penegakan

hukum.26

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia
(termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem
hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum
yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa
didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan

masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.?’

Dalam hal ini penyusun memfokuskan pada komponen substansi hukum
dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pencabutan
kekuasaan orangtua dengan menitikberatkan pada penggunaan teks dalam pasal-

pasal yang mengatur tentang pencabutan kekuasaan orang tua, serta materi

% bid 5-6
% 1bid 6
2 1bid 6-7
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perundang-undangan yang menjadi fokus pembahasan dalam undang-undang
tersebut.

2. Epistimologi Bayani

Secara leksikal-etimologis, term bayani atau bayan mengandung beragam
arti, yaitu, kesinambungan (al-washl), keterpilahan (al-fashl), jelas dan terang (al-
zhuhur wa al-wudhuh) dan kemampuan membuat terang dan jelas.?® Metode
analisis bayani bertumpu pada pemahaman lafz dan makna nash sebagai bahan
perumusan pesan-pesan yang dikemukakan suatu lafzh. Artinya metode bayani
merupakan pemahaman terhadap makna tersurat dan tersirat dari nash atau
behubungan dengan ketentuan makna lafz secara zahirnya serta pemahaman nash
dari segi maknanya.KHI menggunakan metode bayani dalam beberapa pasal yang
dikandungnya. Dengan metode ini, KHI mendalami sebuah nash baik Al-Qur’an
atau Hadis lalu dipahami secara lafal dan makna terkait halangan mendapatkan

warisan.2°

3. Takhsis

Takhsis diartikan sebagai sebagian cakupan dari suatu lafal atau akna yang
umum. Atau dengan kata lain mengeluarkan sebagian dari satuan-satuan yang
dicakup oleh lafal umum dengan dalil.*® Pentakhsis (mukhassis) adakalanya tidak

terpisah dari lafal ‘ammnya (muttashil), namun adapula yang terpisah (munfasil).

2 Muhammad ‘Abid al-Jabirf, Bunyah al-‘Aql al-‘Arabi, (Bayrut: al- Markaz al-Tsaqgafi
al-‘Arabi, 1993), cet. VI, h. 24

2% Ahmad Arifi, Istinbat Hukum Dalam Kompilasi hukum Islam (Sebuah Rekonstruksi
Figh Indnesia), (Yogyakarta Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1998), him. 35.

%0 Satria Effendi, Ushul Ffigh, cet.ke-5, (Jakarta:Kencana, 201), him. 200.
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Takhsis dapat dilakukan oleh Al-Qur’an, Haditz, ljma’ ataupun Qiyas.>! Berkaitan
dengan halangan waris bagi orangtua yang melakukan kekerasan terhadap anak
dalam KHI, penyusun menggunakan takhsis untuk mentakhsis dalil yang
digunakan dalam KHI pasal 173 sehingga hukum berlaku secara khusus dalam hal
ini.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini emakai jenis penelitian pustaka (Library research) yaitu
dengan mencari data di dalam literatur-literatur sesuai dengan objek yang diteliti
yaitu dalam undang-undang.*? Data yang dimaksud adalah kajian peraturan
perudang-undangan yang mengatur mengenai objek yang dibahas penyusun yaitu
segala hal yang bertalian dengan dicabutnya penguasaan orang tua kepada anak,
anak sebagai korban kekerasan, penguasaan orang tua terhadap anakmaupun
halangan mendapatkan warisan.

Pasal-pasal tersebut terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974, Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam, dan
KUHPerdata, Penyusun menyusun dengan menghimpun referensi-referensi yang

berkaitan dengan pencabutan kekuasaan orang dan penganiayaan berat sebagai

31 Manna’ al-Qattan, Mabahis fi Ulum al-Qur’an, alih bahasaMudzakkir AS, cet.ke-17,
(Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2003), him. 320.

32 Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Iimiah (Dasar Metode Tehnik), (Bandung:
Tarmo, 1990), him. 139.
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penghalang kewarisan yang terdapat dalam KHI, undang-undang, jurnal serta
kitab Figih klasik.
2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif-analitis yaitu dengan
menjelaskan terlebih dahulu hakikat dari pencabutan kekuasaan orang tua serta
macam-macam kekuasaan yang dicabut karena kekerasan terhadap anak dan
penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan. Data yang sudah dikumpulkan
ini kemudian dianalisis menggunakan teori penghalang pewarisan dan teori batas
dari Muhammad Syahrur.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai penyusun adalah pendekatan normatif
yaitu menjadikan hukum sebagai landasan norma. Artinya pendekatan normatif
dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan membaca ulang dan
menganalisis bahan utama yaitu berupa undang-undang yang berlaku.
4. Sumber data

Penelitian ini mengambil sumber dari peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan objek bahasan yaitu KUHPerdata, Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu sumber data

33 Jhony lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet.ke-2, (Malang:
Bayu Media, 2006), him. 46.
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sekunder yaitu berupa peraturan atau kebijakan, buku-buku, kitab-kitab, tulisan
atau jurnal serta lainnya yang terkait dengan objek bahasan penelitian ini.
5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui
teknik dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data-data melalui penelaahan
sumber tertulis yang memuat data yang diperlukan penyusun.®* Sumber tertulis
yang dimaksud adalah dokumen mengenai peraturan atau kebijakan mengenai
pencabutan kekuasaan orang tua dan penghalang kewarisan.
6. Analisis Data

Analisis data adalah metode atau langkah yang digunakan oleh peneliti
dengan cara mempelajari meneliti dan mengolah data sehingga menghasilkan
suatu simpulan yang konkrit. % Langkah-langkah yang dilakukan dalam
menganalisis data yaitu pertama, dengan collecting data yaitu mengumpulkan
semua bahan atau data terkait objek penelitian baik dari undang-undang, buku
maupun lainnya. Kedua, melakukan reduksi data dengan memusatkan bahasan,
memperkecil lingkup kajian dari data-data yang telah dikumpulkan tadi lalu
selanjutnya yang ketiga menyajikan data secara tersusun dan sistematis, dalam
penelitian ini dari data dan yang telah dikumpulkan dan direduksi maka penyajian
datanya dimulai dengan penjelasan kekuasaan orangtua terhadap anak, lalu
kondisi atau hal yang membuat orangtua dapat dicabut kekuasaannya, pencabutan

kekuasaan salah satunya karena berlaku kasar, jika perlakuan kasar menyebabkan

3 Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Suka-Press, 2021),
him. 114.

% Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet.ke-1, (Yogyakarta: Rake
Sarasin, 1996), him. 49.
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luka parah maka bisa dikategorikan penganiayaan berat yang dapat menghalangi
mendapat warisan. Terakhir dengan penyimpulan dari susunan data yang telah

dibuat sistematis sehingga penarikan kesimpulan meadi terarah dan valid.*

G. Sistematika Pembahasan
Bab pertama adalah pembukaan pembahasan yang berisi: latar belakang

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal-hal ini
dikemukakan di awal agar dapat menunjukkan secara jelas mengenai penelitian
yang dilakukan, sejauhmana penelitian-penelitian sebelumnya membahas tentang
objek yang serupa, teori yang digunakan, serta apa yang menjadi pokok
permasalahannya.

Bab kedua berisi mengenai aturan tentang kekuasaan orang tua terhadap
anak, pencabutan kekuasaan orang tua dalam undang-undang serta penghalang
kewarisan dalam KHI. Pembahasan ini untuk mengetahui dan memperjelas
aturan-aturan yang dijadikan acuan penentuan hukum baik mengenai pencabutan
kekuasaan orangtua maupun terhalangnya seseorang dari mendapatkan waris.

Bab ketiga berisi kekerasan terhadap anak dan kaitannya dengan
penganiayaan sebagai penghalang kewarisan. Pembahasan ini untuk mengetahui
unsur-unsur yang mengaitkan antara kekerasan terhadap anak dan penganiayaan
yang menjadi halangan waris, dengan kata lain mencari persamaan di antara
keduanya agar dapat diukur kekerasan terhadap anak yang bagaimana yang

memenuhi Kriteria penganiayaan berat.

3% Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1992), him. 16.
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Bab keempat berisi tentang analisis yang dilakukan peneliti mengenai
objek penelitian dalam hal ini status waris orang tua karena melakukan kekerasan
terhadap anak. Pembahasan ini untuk mengetahui analisis dari objek masalah
penelitian yaitu status waris orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak
dengan mengaplikasikan teori-teori yang telah dibahas di awal.

Bab kelima memuat kesimpulan dari penelitian serta kriktik dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Bahasan tesis di atas memperhatikan status waris orang tua yang

melakukan kekerasan terhadap anak dengan menekankan pada aspek kekuasaan

dan pencabutan kekuasaan orangtua serta penganiayaan berat yang menjadi

faktor penghalang waris dalam KHI. Dari bahasan ini, maka dapat dicatat tiga
kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan aturan mengenai pencabutan kekuasaan di dalam undang-undang
disebabkan dua hal yaitu Pertama, adanya perbedaan materi muatan dari
masing-masing undang-undang. KUHPerdata pada umumnya berisikan
tentang hukum yang berkaitan dengan hubungan antar orang dengan orang
dan undang-undang perkawinan berisi tentang kependudukan dan perkawinan
sementara Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan
Anak, berisi tentang hak asasi manusia dengan penekanan terhadap
menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, pemberian efek jera
terhadap pelaku, dan pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.
Kedua, semakin kebawah suatu jenjang undang-undang maka akan semakin
praktis atau dapat dibahasakan bahwa istilah “kuasa asuh” merupakan bentuk
praktis dari istilah “kekuasaan orang tua”.

2. Status waris orangtua yang melakukan kekerasan terhadap anak tidak diatur
secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun begitu, KHI dan

KUHPerdata menyebutkan Kekerasan atau Penganiayaan berat dapat

100
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membuat seseorang terhalang menerima waris. KHI sendiri menetapkan
penganiayaan berat sebagai halangan waris dengan berpedoman pada
keumuman hadis bahwa pembunuhan yang sengaja atau tidak itu
menghalangi waris dengan menjadikan tolak ukur bahwa tindakan yang
dilakukan tersebut adalah tindakan yang dapat dihukumi gisas dan kafarah
serta ada motivasi keji atau niat menyakiti dari pelaku. Berdasarkan tolak
ukur ini, pembunuhan yang menjadi penghalang waris yaitu pembunuhan
yang disertai motivasi keji untuk menyakiti atau menghilangkan nyawa.
Maka berdasarkan tolak ukur ini percobaan pembunuhan dan penganiayaan
berat termasuk dalam penghalang waris karena punya motivasi
menghilangkan nyawa atau menyakiti meskipun tidak sampai membuat
korban meninggal. Oleh karenanya orangtua yang melakukan kekerasan
terhadap anak jika mencapai pada level penganiayaan berat tetap terhalang
waris karena apa yang dilakukannya itu terdapat niat atau motivasi untuk
menyakiti anak meskipun hal tersebut tidak membuat anak kehilangan
nyawanya.

Hukum Islam secara umum mengamini bahwa asas keadilan merupakan
pondasi utama dalam hukum Islam. Berdasarkan KHI pasal 173 jelas bahwa
orangtua yang melakukan penganiayaan berat akan terhalang hak warisnya,
namun pasal ini bersandar pada keumuman hadis yang menyebut bahwa
pembunuh tidak mendapat waris, padahal hadis tersebut dapat dibatasi oleh
hadi lain yang menyebutkan bahwa orangtua tidak mendapatkan gishsash jika

membunuh anak. Tercabut hak waris sebagai hukuman tambahan selalu
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mengikuti ada tidaknya hukuman pokok yaitu gishash sememntara orangtua
tidak digishash jika membunuh anak melainkan hanya membayar diyat. Hal
ini sejalan yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak bahwa
pelaku kekerasan yang mengakibatkan luka berat dihukum penjara paling
lama 5 tahun dan atau denda Rp.100.000.000,00. Selain itu dalam hal perdata
keuasaannya juga dicabut namun tetap wajib menjalankan kewajibannya
sebagai orang tua. Jika hak waris dicabut juga maka ini berlebihan dari
hukum yang seharusnya, padahal dengan adanya pencabutan orangtua secara
langsung tidak berhak atas harta anaknya. Oleh karenanya hal ini tidak

relevan dengan asas penetapan hukum yaitu keadilan yang ingin dicapai.

. Kritik dan saran
Sangat disadari bahwa penelitian ini masih banyak kekuarangan baik

dalam etika peneltian maupun penyusunannya, oleh karena itu perbaikan dan
penyempurnaan harus tetap dilakukan agar dapat menutupi kekurangan-
kekurangan yang masih ada. Meskipun demikian melalui penelitian ini,
penyusun mencoba memberikan kritik dan saran yaitu:

. Anak adalah titipan dari Allah yang harus dijaga baik pribadi maupun
hartanya, serta orang tua bertanggung jawab atas segala hal yang menjadi
kepentingan dan kemaslahatan anak. Oleh karena itu, segala jenis kekerasan
yang dapat mengakibatkan terganggunya kemaslahatan, kepentingan, atau
hak konstitusional anak adalah hal yang tidak dibenarkan.

. Peraturan yang dibuat pemerintah apapun hierarkinya tidak mengubah

bahwasanya, aturan itu adalah hal yang bersifat daruri demi kemaslahatan
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umat, oleh karena itu sudah seharusnya aturan tersebut dibuat dengan
seksama dan hati-hati sehingga tidak ada kontradiksi antar satu sama lain,
begitu pula mengenai isi dan substansi tidak seharusnya menimbulkan
ketidakjelasan ataupun ambiguitas sehingga dalam pelaksanaannya, keadilan

dapat diwujudkan.
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